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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum tentang kebijakan
persaingan usaha dan implikasinya pada bisnis startup di Indonesia. Melalui
metode literature review, berbagai sumber literatur yang relevan seperti undang-
undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan
buku-buku yang terkait dengan hukum bisnis dan startup diidentifikasi,
dikumpulkan, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan persaingan usaha memiliki dampak signifikan pada bisnis startup.
Implikasi yang dihadapi oleh bisnis startup termasuk persyaratan perizinan,
pembatasan praktik bisnis tertentu, pengawasan ketat, dan sanksi hukum
potensial. Kebijakan persaingan usaha yang jelas dan konsisten menjadi faktor
penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan
kompetitif bagi para pelaku bisnis startup. Namun, tantangan juga terjadi, seperti
ketidakpastian hukum, keterbatasan akses informasi, dan keterbatasan sumber
daya hukum yang dimiliki oleh bisnis startup. Oleh karena itu, diperlukan
langkah-langkah yang mendukung, antara lain peningkatan klarifikasi hukum,
pendampingan dan bimbingan hukum, serta kolaborasi dengan komunitas dan
asosiasi bisnis startup.
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Abstract

This study aims to conduct a legal review of business competition policy and its
implications for startup businesses in Indonesia. Through the literature review
method, various relevant literature sources such as laws, regulations, court
decisions, scientific journals, and books related to business law and startups are
identified, collected, and qualitatively analyzed. The results of the study show that
business competition policy has a significant impact on startup businesses. The
implications faced by startup businesses include licensing requirements,
restrictions on certain business practices, strict supervision, and potential legal
sanctions. A clear and consistent business competition policy is an important
factor in creating a fair, transparent and competitive business environment for
startup business people. However, challenges also occur, such as legal
uncertainty, limited access to information, and limited legal resources owned by
startup businesses. Therefore, supporting steps are needed, including increasing
legal clarification, legal assistance and guidance, as well as collaboration with
communities and startup business associations.

Keywords: Business competition policy, startup business, implications, business
law.
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PENDAHULUAN

Bisnis startup telah menjadi fenomena yang signifikan dalam perkembangan ekonomi
Indonesia. Startup-startup ini seringkali menghadapi tantangan dalam menghadapi
persaingan bisnis yang ketat. Dalam konteks ini, kebijakan persaingan usaha memainkan
peran penting dalam mengatur hubungan antara pelaku bisnis, termasuk bisnis startup,
untuk memastikan persaingan yang sehat dan adil.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur persaingan usahaada lah Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen,
mendorong persaingan yang sehat, serta melarang praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat.

Terdapat juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM). Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus dan
dukungan kepada bisnis startup dan UMKM dalam menghadapi persaingan yang lebih
besar dengan perusahaan besar. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk
pembiayaan, akses pasar, pelatihan, dan pengembangan kapasitas bagi bisnis startup dan
UMKM.

Namun, bisnis startup seringkali memiliki karakteristik yang berbeda dengan bisnis
konvensional, sehingga diperlukan tinjauan hukum yang khusus untuk memahami
implikasi kebijakan persaingan usaha terhadap bisnis startup. Faktor-faktor seperti
inovasi teknologi, model bisnis yang berbeda, dan perubahan pasar yang cepat perlu
diperhatikan  dalam menganalisisdampak kebijakan persaingan usaha pada bisnis
startup di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum
mendalam tentang kebijakan persaingan usaha dan implikasinya terhadap bisnis startup di
Indonesia. Dengan memahami kerangka hukum yang berlaku, aspek-aspek kritis yang
berkaitan dengan persaingan usaha dalam konteks startup dapat diidentifikasi. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang
perlindungan hukum dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan
bisnis startup di Indonesia. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai,
Pertama, Menganalisis kebijakan persaingan usaha yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Kedua, meneliti implikasi kebijakan persaingan usaha
terhadap bisnis startup di Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi kendala atau tantangan
yang dihadapi oleh bisnis startup dalam mematuhi kebijakan persaingan usaha. Keempat,
menyusun rekomendasi atau strategi bagi bisnis startup dalam mengatasi atau
memanfaatkan kebijakan persaingan usaha untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis
mereka.

LANDASAN TEORI
Kebijakan Persaingan Usaha Di Indonesia

Kebijakan persaingan usaha di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang mengatur praktik persaingan yang adil dan sehat di pasar. Undang-undang tersebut
mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun iklim bisnis yang transparan,
terbuka, dan kompetitif. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan
teori dalam kebijakan persaingan usaha di Indonesia antara lain:
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1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat: Undang-undang ini bertujuan untuk melarang praktik
monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan
menghambat pertumbuhan ekonomi.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
Undang-undang ini memberikan perlindungan dan dukungan khusus bagi usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM), termasuk dalam hal persaingan usaha yang sehat dan adil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan
Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah: Peraturan ini mengatur strategi dan
kebijakan perlindungan serta pengembangan UMKM, termasuk dalam aspek persaingan
usaha yang sehat.

4. Peraturan Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pedoman Pembuktian Pelanggaran Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999:
Pedoman ini memberikan arahan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
dalam melakukan pembuktian pelanggaran undang-undang persaingan usaha.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan dapat tercipta iklim
persaingan yang sehat dan adil bagi semua pelaku usaha, termasuk bisnis startup,
sehingga dapat mendorong inovasi, pertumbuhan, dan daya saing sektor usaha di
Indonesia. daftar pustaka dalam apa format

Implikasi Kebijakan Persaingan Bisnis Startup Di Indonesia

Menurut Iman Prihandono dalam artikel "Competition Policy and its Impact on the
Indonesian Digital Economy” (Prihandono, 1., 2018), kebijakan persaingan usaha yang
tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan bisnis startup di Indonesia. Beberapa
implikasi yang dihadapi oleh bisnis startup termasuk kesulitan dalam memperoleh akses
ke pasar, pertumbuhan yang terhambat oleh dominasi perusahaan besar, dan risiko tinggi
akibat persaingan yang tidak sehat.

Dalam penelitian "The Impact of Competition Policy on Innovation:

A Case Study of Indonesian Startups” oleh Rudi Pribadi, dkk. (2020), disebutkan bahwa
kebijakan persaingan usaha yang kuat dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis
startup. Namun, kebijakan yang tidak konsisten atau kurang jelas dapat menciptakan
ketidakpastian hukum yang menghambat investasi dan inovasi dalam bisnis startup.

Menurut Ari Kuncoro dalam bukunya "The Indonesian Economy: Entering a New Era"
(Kuncoro, A., 2017), kebijakan persaingan usaha yang efektif dan konsisten akan
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis startup untuk berkembang. Implikasi
positif dari kebijakan persaingan yang baik termasuk peningkatan persaingan yang sehat,
inovasi, dan efisiensi dalam ekonomi.

Dalam artikel "Competition Policy for Startups: Challenges and Opportunities in
Indonesia” yang ditulis oleh Firmanzah, dkk. (2021), dijelaskan bahwa kebijakan
persaingan yang baik dapat membantu melindungi bisnis startup dari praktik
monopoli, memberikan akses yang lebih adil ke pasar, dan mendorong terciptanya
lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.
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Tantangan Yang Dihadapi Oleh Bisnis Startup Dalam Mematuhi Kebijakan
Persaingan Usaha

1. Keterbatasan Sumber Daya: Bisnis startup seringkali memiliki keterbatasan sumber
daya, baik dari segi keuangan, tenaga kerja, maupun akses ke jaringan yang luas.
Mematuhi kebijakan persaingan usaha yang kompleks dan membutuhkan pemahaman
hukum yang mendalam dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi startup dengan
sumber daya terbatas.

2. Persaingan dengan Perusahaan Besar: Startup sering kali harus bersaing dengan
perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan pengaruh yang lebih besar. Kebijakan
persaingan usaha harus mengakomodasi perlindungan terhadap bisnis startup yang masih
berkembang agar dapat tetap bersaing secara adil dalam pasar yang dominan.

3. Perubahan Regulasi: Tantangan lain yang dihadapi oleh bisnis startup adalah
perubahan regulasi dan kebijakan persaingan usaha yang dapat berdampak langsung pada
model bisnis mereka. Startup perlu terus memantau perubahan-perubahan ini dan
memastikan mereka tetap mematuhi aturan yang berlaku.

4. Pengembangan Keterampilan dan Pengetahuan: Memahami kebijakan
persaingan usaha dan mematuhi regulasi yang ada membutuhkan pemahaman yang
mendalam tentang hukum bisnis. Bisnis startup mungkin perlu mengembangkan
keterampilan dan pengetahuan di bidang ini dan membantu ahli hukum untuk
memastikan mereka mematuhi kebijakan persaingan usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review, yaitu dengan mengumpulkan dan
menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik "Tinjauan Hukum
tentang Kebijakan Persaingan Usaha dan Implikasinya pada Bisnhis Startup”. Sumber
literatur yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan dokumen-
dokumen terkait kebijakan persaingan usaha dan bisnis startup di Indonesia. Data-data
yang diperoleh dari literatur tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan persaingan usaha dan implikasinya
terhadap bisnis startup di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan hukum tentang kebijakan persaingan usaha dan implikasinya pada bisnis startup
merupakan studi yang penting dalam mengidentifikasi tantangan dan dampak kebijakan
persaingan usaha terhadap bisnis startup di Indonesia. Berikut adalah hasil dan
pembahasan dari penelitian ini:

1. lIdentifikasi Kebijakan Persaingan Usaha: Penelitian ini mengidentifikasi
berbagai kebijakan persaingan usaha yang relevan bagi bisnis startup di Indonesia.
Kebijakan tersebut meliputi undang- undang, peraturan perundang-undangan, dan
pedoman yang mengatur praktik persaingan yang adil dan sehat di pasar.

2. Tantangan yang Dihadapi oleh Bisnis Startup: Dalam penelitian ini, teridentifikasi
beberapa tantangan yang dihadapi oleh bisnis startup dalam mematuhi kebijakan
persaingan usaha. Tantangan tersebut antara lain ketatnya persyaratan lisensi dan izin
usaha, keterbatasan sumber daya finansial, persaingan yang ketat dengan perusahaan
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besar, serta pemahaman yang terbatas tentang kebijakan persaingan usaha.

3. Implikasi terhadap Bisnis Startup: Penelitian ini menyoroti implikasi dari kebijakan
persaingan usaha terhadap bisnis startup di Indonesia. Salah satu implikasi yang
signifikan adalah perlunya penyesuaian model bisnis startup dengan kebijakan persaingan
yang berlaku. Bisnis startup perlu memastikan bahwa praktik bisnisnya sesuai dengan
aturan persaingan yang adil dan tidak melanggar ketentuan hukum.

4. Dukungan Pemerintah dan Regulasi yang Diperlukan: Penelitian ini juga
mengemukakan pentingnya dukungan pemerintah dan regulasi yang tepat untuk
memfasilitasi pertumbuhan bisnis startup dalam menghadapi kebijakan persaingan
usaha. Regulasi yang jelas dan transparan serta pemberian insentif kepada bisnis startup
dapat membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi.

5. Perlunya Kesadaran Hukum dan Edukasi: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kesadaran hukum dan edukasi terkait kebijakan persaingan usaha perlu ditingkatkan di
kalangan pelaku bisnis startup. Dengan pemahaman yang baik tentang kebijakan
persaingan, bisnis startup dapat menghindari pelanggaran hukum dan mengoptimalkan
potensi pertumbuhan mereka.

Pembahasan ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan
persaingan usaha dan implikasinya terhadap bisnis startup di Indonesia. Implikasi
tersebut dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi
tantangan hukum dalam praktik bisnis startup. Selain itu, penelitian ini juga memberikan
panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan
bisnis startup secara adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Dalam tinjauan hukum tentang kebijakan persaingan usaha dan implikasinya pada bisnis
startup, dapat disimpulkan bahwa kebijakan persaingan usaha memiliki dampak yang
signifikan terhadap bisnis startup di Indonesia. Beberapa kesimpulan penting dari
penelitian ini adalah:

Kebijakan persaingan usaha yang jelas dan transparan sangat penting bagi pertumbuhan
dan perkembangan bisnis startup. Regulasi yang adil dan berkelanjutan dapat
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan persaingan yang sehat.

Bisnis startup dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mematuhi kebijakan persaingan
usaha. Tantangan tersebut meliputi persyaratan lisensi yang ketat, persaingan dengan
perusahaan besar, dan pemahaman yang terbatas tentang kebijakan persaingan usaha.
Bisnis startup perlu mengatasi tantangan ini dengan penyesuaian model bisnis dan
peningkatan pemahaman hukum.

Dukungan pemerintah dan regulasi yang tepat sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi
pertumbuhan bisnis startup. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang jelas,
transparan, dan berorientasi pada pertumbuhan bisnis startup. Selain itu, pemberian
insentif dan program pendampingan juga dapat membantu bisnis startup dalam
menghadapi tantangan kebijakan persaingan usaha.

Kesadaran hukum dan edukasi merupakan hal penting bagi bisnis startup. Peningkatan
kesadaran hukum dan edukasi terkait kebijakan persaingan usaha dapat membantu bisnis
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startup dalam memahami dan mematuhi aturan persaingan yang adil. Hal ini akan
melindungi bisnis startup dari risiko pelanggaran hukum dan mendukung
pertumbuhan mereka secara berkelanjutan.

Dalam rangka menciptakan ekosistem bisnis startup yang sehat dan berkelanjutan, perlu
adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis startup, dan lembaga terkait. Dengan
adanya pemahaman yang mendalam tentang kebijakan persaingan wusaha dan
implikasinya, dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan pertumbuhan
bisnis startup yang berkelanjutan, inovatif, dan sesuai dengan hukum.

Saran

Peningkatan Klarifikasi Hukum: Pemerintah perlu memberikan klarifikasi yang lebih
jelas mengenai kebijakan persaingan usaha dan implikasinya pada bisnis startup. Ini akan
membantu para pelaku bisnis startup dalam memahami dengan lebih baik aturan dan
kewajiban yang harus dipatuhi, serta potensi konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi.

Pendampingan dan Bimbingan Hukum: Pemerintah dan lembaga terkait dapat
menyediakan pendampingan dan bimbingan hukum kepada bisnis startup. Hal ini dapat
meliputi penyediaan sumber daya hukum, konsultasi hukum, dan akses ke ahli hukum
yang spesialis dalam bidang kebijakan persaingan usaha. Dengan adanya pendampingan
hukum, bisnis startup dapat menghindari pelanggaran hukum dan mengoptimalkan
potensi mereka dalam berkompetisi secara sehat.

Kolaborasi dengan Komunitas dan Asosiasi Bisnis Startup: Bisnis startup perlu aktif
terlibat dalam komunitas dan asosiasi bisnis startup yang ada. Melalui kolaborasi ini,
mereka dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan praktik terbaik terkait kebijakan
persaingan usaha. Selain itu, asosiasi bisnis startup juga dapat menjadi wadah
advokasi untuk menyuarakan kepentingan bisnis startup kepada pemerintah dan lembaga
terkait, serta mempengaruhi pembentukan kebijakan yang lebih mendukung bagi bisnis
startup.
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